
KTPUTUSAIT MEI{TERI AGA}IA RTPUBLIK IITDOITESIA
NOTUOR TsiO TArrUlY 2OL6

TETYTAIIc
PEMBERTAL rzfllr pEnDIruAn / opuRAsroNAL

MADRASA}I IBTIDAIYAII ISLAITTTYATI MUHAMMADTTAII WALII(UKUIT KABUPATEIT
nloeun

PROPITST,;EWA TIMUR
I

Menimbang

DEI{GAIT RAIIMAT TUHAIT YAITG }TAHA ESA

MEIYTERI AGAIVIA NOPUTT,TK IIYDOtrESIA,

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukurn untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

b. bahwa masa berlaku iztr: operasional/pendirian madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah
habis;

c. bahwa madrasah sebagaimana tel'cantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan .zin
pendirian/ operasional madrasah;

Mengingat :1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang
Perpanjangan lzin Pendirian/Operasional MADRASAH
IBTIDAIYAH ISLAMIYAH MUHAMMADIYAH WALIKUKUN
KABUFATEN NGAWI Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan l-embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Perat.uran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44961 Sebagaimana telah diubah dengan
Pe'aturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1,9

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan p,emUardii
Negara Republik tlndonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom-or 562fli;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Penrlanaan Pendidikan (Lembaran Negara nepuUUt< lndonesii
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor'4864);

d.

2.

3.



Memperhatikan

Menethpkan

4. Peraturan Pembrintah Nomor lz rahun 2010 tentang
Pengelolaan da$, Penyelenggaraan pendidikan (lembaran
Negara Republik.Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Irmbaran Neglara Republik Indonesia Nomor S1S0)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 66 TahUn 2010 tentang perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Iembaran Negaia Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor Ll2, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51SZ);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tattun zoo7
tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah
Dasar/Madrasah lbtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagairnana telah diubah dengan peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2oLZ
tentang Perubaihan Atas peraturan Menteri pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2o7o tentang standar pelayanan
Minimal Pendidi$an di Kabu paten / Kota;

7. Peraturan lvlenteri Agama Nomor 90 Tahun 2olg tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLA Nomor 1382);

8. Keputrrsan Direktur Jenderal pendidikan Islam Nomor l3g5
Tahun "2oL4 tentang Petunjuk reknis pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Islam Nomor sggs
Tahun 2015 tentang petunjuk l'eknis perpanjangan lzin
Pendirian Madrasah, penerbitan surat Keputusan pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan penerbitan surat
Iieterangan Kerusakan Dokumen Izin pendirian Madrasah;

: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama
KABUPATEN NGAWI Nomor : Kd. tS.IS/2/pp.OO/Ll6t/2nrc
Tanggal 7 April 2O16;

MtrMU'I'USKAN :

: KEPUTUSAN MBNTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN LZTN
PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMTYAH
MUHAMMADIYAH WALIKUKUN KAE}UPATEN NGAWI PROVINSI
JAWA TlMrrR. 

-4
: Memberikan pe{panjangan izin pendirian/operasional madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam -Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kgputusan ini.

KESATU



KEDUA

KETIGA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang ber:q:-rtgirrte,il_.
melakukan pelanggqran sesuai dengan ketenluan peraturan
perundang-undangan;

: Keputus{r, ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Desember 2016

NTERI AGAMA REPUBLIK INDONESI.A
KANTOR WII,AYAH
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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESI,A
NOMOR 7580 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

" MADRASAH IETIDAIYAH ISLAMTYAI{

#8fif iHt"';"^tr rX,f i'#ft,T 
KABUPATEN

IDENTITAS MADRASAI{ YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

1

2

3

Nama Madrasah ISLAMTYAH MUHAMMADIYAH
WALIKUKUN

Nomor Statistik Madrasah 1 1 1235210070

Alamat Madrasah JL. KH. AGUS SALIM NO.52

DESA WALIKUKUN

KECAMATAN NGAWI

KABUPATEN NGAWI

PROVINSI JAWA TIMUR

4

5

Nama Organisasi penyelenggara MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH PIMPINAN . DAERAH
MUHAMMADN/AH NGAWI

Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

NO. 23628/MPIr.I74, S_IARIF THAJEB

6 Pengesahan Akte Notaris
Organisasi Penyelenggara

AHU-88.AH.0 1.07.TAHUN 2010 /
23 JUNI 2O1O

ALA KANTOR WILAYAH
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